Menimbang: a.

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
i
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAI—I PROVINSI SUMATERA SELATAN

[

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SEiATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, perlu meng&tur kembali Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerix;tah Provinsi Sumatera Selatan yang
sebelumnya telah digtur dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 1 Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanein Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;

. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

H
. Undang-Undang Nomnior 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
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UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201é Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah bebeiapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2919 Womor #2, Tarmpghan wenlfvacan RNegeara REPEUER maresia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Némor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lemﬁ)aran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 678),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Me&lteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negera Republik Indor;esia Tahun 2018 Nomor 137};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tefiun 2020 Nomor 1781;



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PED@®MAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
¥

] . .
Dalam Peraturan Guberaur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Selatan.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Wakil Gubernur adaldh Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

!
6. Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan.

7. Sekretaris  Daecrab.  ardslak  Selaretaris Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD aflalah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

11. Perangkat Daerah ya%1g selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah provinsi seclaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengeloiaan keuangan daerah.



13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

-4 -

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala patuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas meélaksanakan pengelolaan APSD dan bertindak

1

sebagai bendahara utfmum daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yaﬁg dibentuk dengan keputusan kepala daerah
dan dipimpin oleh !selwetaris daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta meélaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggarén untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

i

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindalg_; dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Inspektorat Daerah gdalah Ilnspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan. i

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
pegawai yang telah é:aernenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang b}ﬁerwenang dan diserahi tugas dalam suatu
Jjabatan negeri, ataxf diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturém perundang-undangan yang berlaku.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adaiah
profesi bagi pegawai‘negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Tidak Teta;} adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan
Surat Perjanjian unt{lk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan adininistrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemainpuan organisa:si.

Pejabat Pelal:sana 'feknik Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah Pejabat?. pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Surat Perjalanan Dihas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam
rangka pelaksanaan i)erjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai %Tidak Tetap dan pihak lain.
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Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas
kota dan/atau dala;;n kota dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan, melaksanakén tugas dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam daefah.

Perjalanan Dinas Piéndah adalah perjalanan dinas dari tempat

kedudukan yang Jama ke tempat kedudukan yang baru
?

berdasarkan suraf keputusan pindah.

Pelaksana Surat Pé;rjalanan Dinas yang selanjutnya disebut
Pelaksana SPD ada@ah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tet;ap dan pihak lain yang melaksanakan

perjalanan dinas. i
i

Lumpsum adalah su:atu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu dan dibayarkan sekaligus.

Uang Persediaan, yimg selanjutnya disingkat UP adalah Uang
Muka Kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari satuan k"elja, yang tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembaya;an langsung.

t

Biaya Riil adalah bjaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
{

pengeluaran yang sah.
{

Tempat Kedudukan g@dalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat Tujuan ag}alah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

Detasering adalah peflugasan sementara waktu.

: BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan
dan pertanggungiaW?aban perjalanan dinas dalam negeri bagi
Gubernur, wakil Gulf)ernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN di
lingkungan Pemerintéh Provinsi,

Perjalanan Dinas sebzgaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja; dan
b. Calon PNS.
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BAB Il
PRITSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaicsanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:

a.

O

(1)

(2)

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berka‘{itan dengan penyelenggaraan pemerintahan
dacrah;

ketersediaan angga dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
PP, “T

efisiensi penggunaan {belanja dacrah; dan

akuntabilitas pemberlian perintah pelaksanaan perjalanan dinas
dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Japatan sebagaimana dihnaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a digol9ngkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a khusus
untuk Kota Palembang meliputi Kesatuan Wilayah Kota
Palembang;

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Keta

sebagaimana dimak stud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam,; dari

b. Perjalanan Dinas %Iabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam.

Pasal S5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

a.

® Qoo

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;

pengumandahan (detga,sering];

. menempuh ujian dinés/ ujian jabatan;

menghadap Majelis: Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
untuk  mendapatkan  surat keterangan  dokter tentang
kesehatannya guna lﬁcpentingan Jabatan;
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(5)

(6)
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memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cediera pada waktu/karena melakukan tugas;
mendapatkan pengo*‘gatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Ni‘egeri;

. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2;

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
perjalanan dinas;

. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat

negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat
kedudukan yang terakhir ke kota pemakaman; dan

memenuhi undangan dan/atau panggilan dari pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai
perintah atasan Pelalsana SP® yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas sebagaingiana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. Gubernur untuk fberjalanan dinas jakatan yang dilakukan oleh
Pejabat Eselon I, Eselon II dan Kepala PD;

b. Ketua PPRP unt&k perjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh Anggota DPRD; dan

c. Kepala PD/KepalaiBiro di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pegawai yang

berada pada PD yang bersangkutan.

i
Kewenangan penerbitan Surat fugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu pelaksanaan tugas; dan

d. tempat pelaksanaan tugas.

Dalam hal berdasarlkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan:

a. Perjalanan Dinas gﬁ abatan yang melewati batas kota;

b. Perjalanan Dinas| Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota
lebih dari 8 {delaﬁan] jam; atau

c. Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

Perjalanan Dinas Jabatan di daiam kota yang dilaksanakan sampai
dengan & (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPB.
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(7) Pembuktian atas Pe:flalanan Dinas sebagaimana diinaksud pada
ayat (6) yaitu berupai daftar absensi kehadiran di unit kerja yang
dikunjungi yang diparaf oleh Kepala Unit Kerja setiap hari
kunjungan, dengan: format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 yang Ijlcrupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ml

(8) Surat Tugas sebagaiﬁnana dimaksud pada ayat {5) dibuat sesuai
dengan fermat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Pejabat yang menerbitkan SPD, berwenang untuk menetapkan
tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang
digunakan untuk melalksanakan perjalanan dinas jabatan yang
bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan
perjalanan dinas tersebut.

(2) Setiap pelaksanaaél perjalanan dinas jabatan, harus
ditetapkan/disahkan' Taksasi Biaya Perjalanan Dinas, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuali
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V
yang merupakan ?agian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

{(4) Perjalanan Dinas J abLtan di dalam kota yang dilaksanakan sampai
dengan & (deldpan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana
dimaksud dalam Pa$al 6 ayat {6), pembebanan biaya Perjalanan
Dinas Jabatan dicant;@hmkan dalam Surat Tugas.

| BAB V
BIAYA P;ERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal &

(1) Biaya TPerjalanan WBinas Jabatan terdiri atas komponen
sebagai berikut:

uang harian;

biaya transportasi;

biaya penginapan;

uang representasi;

sewa kendaraan dalam kota; dan

S a0 oP

1
biaya antar/jemput jenazati.
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(2} Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. uang makan,
b. uang transportasidokal; dan
¢. uang saku.

(3} Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
terdiri dari:

a. biaya perjalanan: dinas sesuai harga tiket dari tempat
kedudukan samipai tempat tujuan keberangkatan dan
kepulangan termaisuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/
pelabuhan keberabgkatan;

b. retribusi/biaya. yang dipungut di terminal bus/ stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan termasuk
biaya BBM (Baha@ Bakar Kendaraan Bermotor)}, biaya tol, dan
biaya penyeberangan antar pulau bagi yang menggunalkan
kendaraan dinas; gan

c. biaya bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, berupa kuitansi/nota/struk dari tempat
penjualan BBM ¥Yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan
jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan peijalanan
dinas.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yariig diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; dan ]
b. di tempat mengnap lainnya

(5} Dalam hal pelaksané SPD tidak menggunalcan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persenj dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dibayarkan secara! lumpsum.

(6) Uang representasi sébagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dapat diberikan kefiada Pcjabat Negara, Pejabat Eselon I dan
Pejabat Eselon Il serta Pimpinan dan Anggota DPRD selama
melakukan pexjjalanaiu dinas.

(7) Sewa lkendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dapat diber;kan kepada Pejabat Negara untuk keperluan
pelaksanaan tugas diz tempat tujuan.

{8) Sewa kendaraan seiagaimana dimaksud pada ayat (7), sudah
termasuk biaya pengemudi, bahan balkkar minyak dan pajak.
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(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufgf, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar,
biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(10) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantymkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sesuai dengan forma"T sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal @

Biaya Perjalanan Dinas Js,abatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), diberikan untuk peijalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana
diatur lebih lanjut dalain Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya
Perjalanan Dinas.

Pasal 10

(1) Biaya peijalanan dihas jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:

a. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya
yang setara,

b. Tingkat B untuk Pgjabat Eselon [, Eselon [I dan Pejabat lainnya
yang setara; dan

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon llI/PNS Golongan [V, Pejabat
Eselon IV/PNS Goléngan I11, PNS Golongan [l dan L

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (sl} dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;

b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil
berdasarkan fasilitas transportasi;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai
standar golongan s%bagaimana dimaksud pada ayat (1);

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupalzan
batas tertinggi,

e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil;

f biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan
biaya riil; dan

g biaya angkutan j€nazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengdrusan jenazah dan penguburan dibayarkan
sesuai dengan biaya riil.
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(1)

(2)

(4]
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Ketentuan lebih lamjut mengenai besaran biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf ¢ dan huruf d, diatur
dengan Keputusan Gubemur tentang Satuan Biaya Perjalanan
Dinas.

Pasal 11

Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan
s¢lenisnya sebagainana dimaksud dalam Pasal S huruf b
dilaksanalzan denga&u biaya perjalanan dinas jabatan yang di
tanggung oleh panitia penyelenggara.

Dalam hal biaya peijalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar dan scjenisiniya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditanggung oleh pahitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas
ditanggung oleh PD yang bersangkutan.

{

Panitia penyeienggai”a menyampaikan pemberitahuan mengenai
pembebanan biaya? perjalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayét (1) dan ayat (2) dalam surat undangan
mengikuti rapat, seminar dan se Jenisnya.

Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar dan sejenisnya sebagaimana dimalksud dalam Pasal 5
huruf b, tercantum dalam daftar sebagaimana Lampiran VIII yang
merupakan bagian tisak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama
sama untuk melaksanakan sesuatu kegiatan rapat, seminar dan
sejenisnya, seluruh pelalssana SPD  dapat menginap pada
hotel/penginapan yaag sama.

Dalam hal biaya peé"lginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya

perjalanan dinas, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas
kamar dengan biaya?terendah pada hotel/penginapan tersebut.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai
untuk waltu paling ku:;;éng 24 {dua puluh empat) jam, selama waktu

transportasi tersebut jkepada pelaksana SPD hanya diberikan
uang harian.

Pasal 13

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan

dinas jabatan dilaksanakan.

{2) Dalam hal pexjalanén dinas jabatan harus segera dilaksanalan,

biaya perjalanan dinas sebagaimana dimalisud pada ayat (1) dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
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Pasal 14

(1) ®alam hal jumlah 1 perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah
hari yang ditetaplian dalam Surat Tugas/SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat
diberikan tambahax? uang harian, biaya penginapan, uang
representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan
sewa kendaraaan dalam kota sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dapat dimintalkan kepada PPTK untuk mendapatkan persetujuan
Pengguna Anggalan %‘engan melampirkan dokumen berupa:

a. surat keterangan: kesalahan/kelalaian dari sahbandar/kepala
bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan
b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pengguna Anggaran membebankan biaya tambahan uang harian,
biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam
kota pada anggaran ‘?KPD yang bersangkutan.

(4¢) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan
sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S huruf e sanipai dengan huruf 1.

(5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari
yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan
uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa
kendaraan dalam keta yang telah diterimanya kepada Pengguna
Anggaran.

Pasal 15

i
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen
Pelalcsanaan Anggaran (gDPA] Satuan Kerja Penerbit SPD.

‘ BAB VI
PER.JALANAN DINAS PINDAH

Pasal 16

(1) Perjalanan Dinas ' Pindah oleh Pelaksana SPB® dilakukan
berdasarkan Surat Keputusan Pindah.

(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Peja@at yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.



(3)

(+)

(1)

(2)

(3)

I

Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar diterbitkannya SPD.

SPD sebagaimana d?rnaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17
|

Perjalanan Dinas Pindah sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta
keluarganya.

Perjalanan Dinas Pingah dilakukan dalam rangka:

a. pindah tugas dafi tempat kedudukan yang lama ke tempat
tujuan pindah;

b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hommnat gdengan hak pensiun atau mendapat uang
tunggu dari tempait kedudukan ke tempat tujuan imenetap;

c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai
Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke
tempat tujuan meinetap;

d. pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena
teilah berakhixr masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja,

e. pemulangan keluéarga yang sah dari pegawai tidak tetap yang
meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat
tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; dan

[. pengembalian Pej:abat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat
uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang
ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

Keluarga yang sak sebagaimana dimals<sud pada ayat (1)

terdiri dam’:

a. istri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundang perimawinan yang berlaku;

b. anak kandung, aflak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh limaj tahun
pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak
mempunyal. penghasilan sendiri;

c. anak kandung, apak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum lebih darf; 25 (dua puluh lima) tahun yang rmenurut
surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjaei sebab
ia tidak eapat mempunyai penghasilan sendiri; dan

d. anak kandung perempuan, anal¢ tiri perempuan dan anak
angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur
lebih dari 25 (dwa puluh lima} tahun yang menurut surat
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia
tidak eapat mem;iunyai penghasilan sendiri.



(4)

(9

(1)

(2)

(3)
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Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
bagi pegawai negeri paling rendah goiongan IV atau pejabat eselon
1l diperkenankan p\éla untuk membawa pembantu rumah tangga
sebanyak 1 (satu) orang

Pembantu rumah tz:mgga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan biaya sesual tingkat penggolongan untuk pegawai negeri
Golongan 1. T

BAB VII
BIAYA PERJALANAN BINAS PINDAH
Pasal. 18

Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai
berikut:

a. Biaya transportasi pegawai;

b. Biaya transportasi keluarga;

c. Biaya pengepakan dan angkutan barang; dan

d. Uang harian.

Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan secata lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Satuan Bia.ya Perjalanan Dinas.

4
Komponen biaya peéjalanan dinas pindah sebagaimana dimaicsud
pada ayat (1) dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sesuai dengan I’om%at sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 19

Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana

dimaizsud dalam Pasal 18 ayat (1) mengacu pada ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 20

(1) Biaya yang diberikar: untuk pexalazian dinas pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pagal 17 ayat {2) huruf a, huruf b, huruf d dan
huruf f sebagai berikut:

a. Biaya transportasi pegawai,

b. Biaya transportasi keluarga yang sah,;

c. Uang harian; dang

d. Biaya pengepakan dan angkutan barang.
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(2) Biaya yang diberikar% untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ dan huruf e sebagai
berikut:
a. Biaya transportasi keluarga;
b. Uang harian; dan
c. Biaya pengepakaﬁ dan angkutan barang.

(3) Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai yang
bersangkutan dan masing-masing ang@gota keluarga yang sah
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan
pindah/menetap yang baru;

b. paling lama 2 (du?a] hari untuk tiap kali menunggu sambungan
(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang
bersangkutan jatﬁlh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu
dan lain hal meniirut keputusan Pengguna Anggaran; dan

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang
menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari
Pejabat yang menerbitkan Surat ‘I'ugas untuk melakukan tugas
lain guna kepentingan negara.

Pasal 21

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas
sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atas
permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 22

(1) Perhitungan biaya péngepakan dan angkutan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ didasarkan pada:
a. satuan biaya yang berlaku saat dilakukan pengepakan;
b. volume barang; dan
c. jarak antara kedudukan dengan tempal tujuan.

(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan
sebagaimana dimakésud ayat (1) huruf c ditetapkan menurut
daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi
yang berwenang.

Pasal 23
$

(1} Dalam biaya pengepﬁakan dan angkutan barang, termasuk untuk
bengkar muat dan penggudangan.
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(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan biaya riil pada saat dilakukan
pengepakan dan pengangkutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga
yang bergerak dalam bidang transportasi.

(3) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunakan
sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidal< terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA (Dokumen
Pelaksana Anggaran) Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat
Keputusan Pindah/Mutasi.

BAB Vlil

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS

Pasal 25

(1) Pembayaran biaya petjalanan dinas diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja yang berkenaan.

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling
cepat 5 (lima) hari kerja sebefum perjatanan dinas dflaksanakan.

(3) Pada alchir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat melebihi S (lima) hari kerja menyesuaikan
dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah
menghadapi akhir tahun anggaran.

(4) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. Untuk huruf b, tiuruf ¢ dan huruf e berlaku paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun
pertama; dan

b. Untuk huruf d berlalzu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

Pasal 26

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan inelalui mekanisme
UP atau mekanisme Pembayaran Langsung;

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme
Pembayaran Langsung dilalkukan meialui:
a. perikatan dengan penyedia jasa;
b. bendahara Pengeluaran; dan
c. pelaksana SPD.
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(3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (2} huruf a meliputi:

a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi yang melekat pada jabatan; dan

b. perjalanan dina.sj‘ jabatan dalam rangka mengikutl rapat,
seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP
dilakukan dengan me¢mberikan uang muka kepada Pelaksana SPD
oleh Bendahara pengeluaran dengan melampirkan:

a. surat tugas atau surat pindah;

b. foto copy SPD;

c. kuitansi tanda terima uang muka; dan

d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 28

1
Penyedia jasa untulg% pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa
event orgenizer, biro gasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi
dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai @ ketentuan yang mengatur pengadaan
barang/jasa pemerin:tah.

Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanalkan dengan
perikatan meliputi biaya transportasi termasuk
pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk
1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
:

Nilal satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan
melebihi tarif tiket rsesmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa
transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan
oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 30

Pembayaran biaya  perjalanan dinas kepada penyedia jasa
didasarkan atas prestasi kerja yang telah diseiesaikan

sebagaimana diatur flalam kontralk/perjan,jian.
£
Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia

Jasa mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja
yang berkenaan.
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Pasal 31

(1) Pembayaran biaya jperjalanan dinas jabatan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah

ke Rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana
SPD.

(2} Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada
Pelalssana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang
seharusnya dipertanggungawabkan, kelebihan biaya perjalanan
dinas jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui
Bendahara Pengeluaran.

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimalisud pada
ayat (2] dilakukan dengan:
a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja {SSPB) atau
slip setoran; dan
b. menggunakan Surat Setorarn Bukan Pajak (SSBP) untul tahun
anggaran yang laiu.

4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPP® kurang dari yang seharusnya dipertanggung-
jawabkan, malca kekurangan atas biaya perjalanan dinas men jadi
tanggung jawab pelaksana SPD.

Pasal 32

Tata cara pengajuan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagaimana Pasal 30 ayat (2] dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan peijalanan dinas
jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Satuan
Kerja yang berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan
biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:

a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan
dari atasan Pelaksana SPD, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupaltan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan
dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V| yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya
transportasi atau biaya penginapan/hetel dari pihak lketiga yang
telah disahkan oleh pejabatl yang berwenang.
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(3) Biaya pembatalan yai'ig dapat dibebankan pada DPA Satuan kerja

yang berkenaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a.
b.

biaya pembatalan itiket transportasi atau biaya penginapan; dan
sebagian atau se;luruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 34

(1) Pelaksana SPD menipertanggungjawabkan pelaksana peijalanan

dinas kepada pembf:ri tugas paling lambat S (lima) hari kerja

setelah perjalanan di?as dilaksanakan.

(2} Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana

dimnalssud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a.
b.

C.

£

Surat Tugas yang 5ah dari atasan Pelalcsana SPD;

SPD yang telahk ditandatangani oleh pejabat di tempat
pelalisanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan perjaianan dinas;

Tiket pesawat, boarding pass, airport i{ex, retribusi dan bukti
pembayaran modé transportasi lainnya seperti BBM, biaya tot
dan tiket penyebezangan;

Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Beraturan Gubemur ini;

. Bukti pembayararn yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota

berupa kuitansi: atau bukti pembayaran lainnya yang
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan; dan

Bukti pembayarari hotel atau tempat penginapan lainnya.

(3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat 1(1] dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Foto copy Surat Keputusan Pindah;

b.

SPD yang telah ditandatangani pihak yang herwenang;

¢. Kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
d.
e

. Kuitansi/bukti peneritnaan untuk biaya pengepakan dan

Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan

angkutan barang.
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Pasal 35

(1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran
biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara
Pengelnaran.

(2) PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas
biaya-biaya yang | tercantum dalam daftar pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(3) PPTK mengesahkan |bukti pengeluaran sebagaitmana dimaksud
pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai pertanggungiéwaban UP atau Pembayaran Langsung.

Pasal 36

(1) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari
harga sebenarnya (mark up) dan/atau perjalanan dinas rangkap
(dua kali atau lebih) dalam pertanggungawaban perjalanan dinas
yang beral<ibat kerugian yang diderita oleh Daerah, bertanggung
jawab sepenuhnya atds seluruh tindakan yang dilakukan.

(2) Dalam hal pelaksana SPD sedang melaksanakan peijalanan dinas
memerlukan tambahan biaya sebagai akibat adanya peraturan
dan/atau musibah yang diakibatkan bukan kelalaian pelaksana
SPD, kepada yang bersangkutan dapat dimintaican penggantian
sesuai biaya riil yang dikeluarkan.

(3) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar
negeri, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai standar biaya masukan vang berlaku pada anggaran
kementerian negara/lembaga.

BAB X
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 37

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pajabat yang menyelenggarakan
pengendalian internal pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
dan Satuan Kerja, wajib melakukan pengendalian internal terhadap
pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) dapat mmemerintahkan pihalc lain diluar pejabat
negara/pegawal negeri/pegawai tidak tetap untuk melakukan
perjalanan dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan
petjalanan dinas unfuk kepentingan negara digolongkan dalain
tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) ditentukan cleh PPTK dengan mempertimbangkan tingkat
pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan setelah
berkonsultasi terlebilk dahulu dengan Pengguna Anggaran.

(4) Penggolongan terhadap Pegawal Tidak Tetap sebagaimana
dimaksud pada a‘at (1) ditentukan oleh PPTK dengan
mempertimbangkan 'tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang
bersangkutan setelah berkonsultasi terlebibh daliulu dengan
Pengguna Anggararn.

(5) PNS Golongan 1 dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal
mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak dipercleh di
tempat bersangkutan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam 1angka pelaksanaan
Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut cleh Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Ketentuan mengenai satuan volume barang scbagai dasar
perhitungan biaya pgngepakan dan biaya angkutan barang
sebagaimana tercantum dalam l.ampiran IX digunakan sebagai dasar
penyusunan standar biaya pengepakan dan angicutan barang
sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur
tentang Satuan Biaya Petjalanan Dinas.
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Pasal 41

Ketentuan mengenai perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD vang
diatur dalam Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sepanjang
belum diatur peraturan yang lebih tinggi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2016 Nomor); dan

b. Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2016 tentang
Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, beserta perubahannya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 35



